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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia, hewan dan tumbuhan adalah makhluk Allah yang diciptakan-

Nya berpasang-pasangan. Hubungan antara pasang-pasangan itu membuahkan 

keturunan, agar hidup di alam semesta ini berkeseimbangan. Dengan demikian 

penghuni dunia ini tidak pernah sunyi dan kosong, tetapi terus berkembang dari 

generasi ke generasi. Kata pernikahan berasal dari bahasa arab  نكح  yang artinya 

bermakna wathi dan  Al-Dammu wa Al-Tadakhul. Terkadang juga disebut  Al-

Dammu wa Al-Jam’u atau ibarat  Annal wathi wal’aqada yang bermakna 

bersetubuh, berkumpul dan akad.1 

Secara etimologi, pernikahan berarti persetubuhan, adapula yang 

mengartikan perjanjian (Al-aqdu). Secara terminologi para ulama mendefinisikan 

nikah dengan redaksi yang sangat beragam. Namum intinya mereka memiliki 

suatu rumusan yang secara subtansi sama. Hal tersebut dijelaskan Wahbah Az-

Zuhaily dalam bukunya Al-Fiqh  Islam wa Adillatuhu menyebutkan bahwa Abu 

 
1 Wahbah Az-Zuhaily, Al-Fiqh  Islam wa Adillatuhu, Juz 7, (Damsyiq: Dar al-Fikr. 

1989), h. 29. 
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Hanifa dan Ahmad Ibn Hambal mendefinisikan demikian.2 Ulama berbeda dalam 

mendefinisikan perkawinan/pernikahan secara istilah sebagaimana berikut3: 

Menurut Mazhab Hanafiyah nikah sebagai akad yang berfaidah untuk 

memiliki, bersenang-senang dengan wanita secara sengaja.4Menurut Mazhab 

Malikiyah nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata 

untuk membolehkan watha’, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada 

diri seorang wanita yang boleh dinikahinya.5Menurut Mazhab Syafi’iyah nikah 

adalah suatu akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha’ dengan 

lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya 6 Menurut Mazhab 

Hanbali nikah adalah suatu akad yang menggunakan lafaz nikah atau tazwij agar 

diperbolehkan mengambil manfa’at dan bersenag-senag dengan wanita.7 

Imam Mazhab mendefinisikan nikah sebagai akad yang memberikan 

faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria 

dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi 

pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.8Pernikahan atau yang 

 
2 Ibid, h. 30. 

 
3 Muhammad Syafa, al-Dimyati I‟anah al-Thalibin, Juz III, (Beirut: al-Kutub al-

Arabiyah tt), h. 223. 

 
4 Ibid. 

 
5 Ibid.  

 
6 Ibid.  

 
7 Abdurrahman Al-Jaziri,  Kitab Al-Fiqh ala Mazhab Al-Arba’ah, Juz IV, (Lebanon: Daar 

al-fikr,1989),  h.2. 

 
8 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern, Cet I, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

,2011), h. 4. 
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lazim disebut perkawinan,9 adalah “Akad yang menjadikan halalnya hubungan 

seksual antara seorang laki-laki dan seorang wanita, saling tolong menolong 

diantara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya”.10 

Definisi perkawinan dalam fiqh memberikan kesan bahwa perempuan 

ditempatkan sebagai objek kenikmatan bagi sang laki-laki. Yang dilihat pada diri 

wanita adalah aspek biologisnya saja. Terlihat dalam kata al-istimna’ yang 

semuanya berkonotasi seks. Bahkan mahar yang semula pemberian ikhlas sebagai 

tanda cinta seorang laki-laki berhubungan seksual dengan wanita. Implikasi yang 

lebih jauh akhirnya perempuan menjadi pihak yang dikuasai oleh laki-laki seperti 

yang tercermin dalam berbagai persitiwa-peristiwa perkawinan.11 

Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, arus informasi 

yang semakin pesat dan kehidupan semakin mengalami kemajuan serta perubahan 

di berbagai daerah di seluruh Indonesia hal ini tidak hanya memberikan dampak 

positif tapi juga membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia yang ditandai 

dengan adanya dekade moral remaja. Fenomena yang menjamur dikalangan 

remaja yang sulit terelakkan akibat kemajuan adalah munculnya pergaulan bebas, 

dan akhirnya melakukan perzinahan. Diketahui secara jelas, perbuatan zina yang 

merupakan dosa besar yang ditanggung oleh kedua pasangan pria dan wanita 

 
9 Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian perkawinan sama dengan 

pengertian pernikahan, karena kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti “nikah” 

WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Panjimas,1985), hlm. 

676. M. Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Edisi Revisi, (Jakarta: 

Difa Publisher,2000), h. 211. 

 
10 Imam Muhammad bin Ismai’l Kahlani al-Shan’aniy, Subul al-Salam, Jilid IV, 

(Bandung: Maktabah Dahlan,tt), h. 4. 

 
11 Abdul Manan, Reformasi hukum Islam di Indonesia, (Jakarta, Rajawali Press, 2006), 

hlm. 153. 
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Namun bila sampai terjadi perzinaan, dan darinya lahir seorang anak, bagaimana 

status anak yang lahir dalam hubungan perzinaan? 

Dalam hukum Islam, hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan  

yang tidak terikat tali pernikahan disebut zina, sehingga apabila akibat hubungan 

dimaksud membuahkan janin, maka setelah dilahirkan anak tersebut adalah anak 

luar nikah atau yang dalam masyarakat yang lebih dikenal dengan istilah anak 

zina.  Asal usul anak merupakan dasar untuk menujukkan adanya hubungan 

kemahraman (nasab). Demikian yang diyakini dalam fiqh sunni. Karena para 

ulama sepakat bahawa anak zina, hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibu 

dan saudara ibunya. Mengenai status anak zina ini ada tiga pendapat, yaitu:  

Menurut Imam Malik dan Syafi’i, anak zina yang lahir setelah enam bulan dari 

perkawinan ibu bapanya, anak itu dinasabkan kepada bapanya. Jika anak itu di 

lahirkan sebelum enam bulan, maka dinasabkan kepada ibunya, karena diduga 

ibunya itu telah melakukan hubungan seks dengan orang lain. Sedang batas waktu 

hamil, paling kurang enam bulan. Menurut Imam Abu Hanifah anak zina tetap 

dinasabkan kepada suami ibunya (bapanya) tanpa mempertimbangkan waktu 

masa kehamilan si ibu.12      

Fuqaha sependapat bahwa wanita yang diharamkan untuk dikawin dari 

segi nasab ada tujuh kesemua ada tersebut dalam al-quran, yaitu ibu, anak 

perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan ayah, saudara perempuan 

ibu, anak perempuan saudara perempuan, dan anak perempuan saudara laki-laki.13 

 
12  M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah Al- Haditsah (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2000), h.  

81. 
13 Ibid., M. Ali Hasan, Masail ..., h.  464. 
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Dalam haq menikahi anak dari hasil perzinaan terdapat  pernyataan dalam kitab 

Al’um “Adapun perzinaan, maka tidak ada hukum bagi orang yang berzina 

apakah haram atau halal, jikalau berzina seorang laki-laki dengan seorang 

perempuan tidak haram menikahi anaknya dan tidak atas ayahnya. “14  

Jadi ayah yang berzina itu tidak haram menikahi anak perempuan dari 

hasil perzinaannya, maka bagi lelaki lainpun tidak haram juga. Berdasarkan hal 

tersebut di atas dapat difahamkan bahwa halal bagi ayahnya yang berzina 

menikahi anak perempuan dari hasil perzinaan tersebut sebab itu adalah 

ajanabinya karena tidak merupakan anak baginya, tidak mewarisi (ahli waris) dan 

tidak selainnya hukum-hukum nasab. Haram bagi ibunya yang  berzina menikah 

dengan anak lelaki dari hasil perzinaan karena ibu adalah orang melahirkan anak 

itu dan sebagai  ahli waris bagi ibunya. Maka seorang perempuan haram menikahi 

anaknya dari hasil perzinaan.15 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka diketahui bahwa pada 

mazhab syafi’i sangat jelas bahwa tidak ada hak menikahkan anak hasil diluar 

nikah karena nasabnya jatuh kepada ibunya. Sedangkan dalam mazhab Hanafi 

nasab tetap dijatuhkan kepada ayahnya walaupun anaknya hasil dari perzinahan 

atau di luar nikah.  

Ayat yang yang menjadi dalil bagi Mazhab Hanafiyyah adalah surat an-

Nisa ayat 23: 

 
14 Muhammad bin Idris Asy-Syafi‟i, Al‟Um, Juz 5 (Beirut Lebanon : Dar Al- kotob Al- 

ilmiyah, 2002), h. 42. 
15 Abdurrahman Al-Jaziri, al Fikhu Ala Mazahib A- Arba’ah, juz IV, (Beirut: Dar Al Fikr, 

t.t.). h. 40. 
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 →◼⧫  

⧫ 

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu. 

Menurut Mazhab Hanafiyah keharaman pada ayat ini umum untuk semua 

anak perempuan baik yang lahir dari pernikahan yang sah atau anak perempuan 

yang lahir karena zina yang dijadikan dari sperma ayahnya. Dari pemahaman ayat 

ini dapat disimpulkan bahwa Mazhab Hanafiyah  menggunakan keumuman ayat 

ini sebagai dalil bahwa anak hasil zina mempunyai hubungan mahram dengan 

ayah biologisnya. Menurut Mazhab Hanafiyyah menyamakan anak perempuan 

hasil zina dengan anak perempuan dari pernikahan yang sah karena keduanya 

dijadikan dari air mani laki-laki yang watha’ dengan ibunya. 

Dan juga Mazhab Hanafiyah menambahkan meskipun anak tersebut tidak 

mendapatkan waris, nafkah dan lain-lain maka itu tidak bisa dijadikan alasan 

untuk menetapkan bahwa dengan sebab tersebut hubungan mahram antara anak 

hasil zina dengan ayah biologisnya tidak terjadi, seperti anak yang kafir maka 

tidak terjadi antara anak keduanya hubungan waris, tetapi anak tersebut tetap di 

nasabkan kepada ayahnya, maka dengan mengqiaskan kepada masalah tersebut 

dapat diketahui anak hasil zina meskipun tidak mendapat waris dari ayah 

biologisnya tetapi hubungan mahram antar keduanya tetap terjadi.16 

 
16 Kaliandra Saputra Pulungan, Hukum Ayah Menikahi Anaknya Yang Lahir Di Luar 

Nikah Menurut Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Hanafi, Jurnal Dosen STAI Tuanku Tambusai 

Pasir Pengaraian. 
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Dalam hukum Islam, keharusan adanya keterikatan nasab dalam 

perwalian, khususnya dalam masalah wali nikah tentu sangat ditekankan. Namun 

demikian, Islam juga menetapkan seorang hakim boleh menjadi sebagai wakilnya. 

Dalam hal ini, dipahami bahwa seseorang yang tidak mempunyai nasab dengan 

pihak yang diwalikan tidak memiliki kewenangan untuk menikahkan. Menurut 

pendapat imam Syafi’i, seorang laki-laki pezina terputus nasabnya dengan anak 

yang dihasilkannya di luar nikah. Dan konsekuensinya yaitu laki-laki tersebut 

kehilangan hak perwaliannya atas anak, bahkan antara laki-laki dengan anak 

terputus hubungan saling mewarisi. Dalam mazhab Hanafi meskipun nasab tetap 

kepada ayah, namun dalam hal menikahkan tetap tidak memiliki hak. Di antara 

keduanya memiliki perbedaan dalam menentukan nasab anak hasil zina. Namun 

dalam menikahkan memiliki persamaan di antara keduanya berpendapat tidak 

memiliki hak dalam menikahkan17 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis gambarkan,maka penulis 

mencoba mengungkap bahasan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul 

“Status Hukum Hubungan Nasab Anak Perempuan di Luar Nikah terhadap Ayah 

Biologisnya (Perspektif Mazhab  Mazhab Hanafi Dan Syafi’i’. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latarbelakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yang akan diteliti, yaitu: 

 
17Imam Syafi’i, al-Umm, ed. In, Kitab Induk; al-Umm, jilid 8, (Kuala Lumpur: 

VictoryAgencie, tt), h. 320. 
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1. Bagaimana status hukum hubungan nasab anak perempuan di luar 

nikah terhadap ayah biologisnya perspektif Mazhab  Hanafi? 

2. Bagaimana status hukum hubungan nasab anak perempuan di luar 

nikah terhadap ayah biologisnya perspektif Mazhab Syafi’i 

3. Apa saja persamaan dan perbedaan pandangan Mazhab Hanafi dan 

Syafi’i dan Hanafi mengenai status hukum hubungan nasab anak 

perempuan di luar nikah terhadap ayah biologisnya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian 

ini dilakukan dengan tujuan mengetahui: 

1. Status hukum hubungan nasab anak perempuan di luar nikah terhadap 

ayah biologisnya perspektif Mazhab  Hanafi? 

2. Status hukum hubungan nasab anak perempuan di luar nikah terhadap 

ayah biologisnya perspektif Mazhab Syafi’i 

3. Persamaan dan perbedaan pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi’i dan 

Hanafi mengenai status hukum hubungan nasab anak perempuan di 

luar nikah terhadap ayah biologisnya? 

 

D. Definisi Operasional 

Agar penelitian ini terarah dan lebih jelas, maka perlu diberikan batasan 

masalah, meliputi: 



9 
 

1. Anak diluar nikah dalam istilah bahasa arab disebut walad az zina 

yang berarti anak hasil zina atau makhluqah min ma’ihi yang berarti 

makhluk (anak) dari hasil air mani (bapak biologisnya).18 Anak hasil 

di luar nikah merupakan anak yang dilahirkan seorang perempuan, 

dan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan sah dengan 

pria yang menyetubuhinya, atau dengan kata lain merupakan anak 

yang lahir tanpa hubungan ikatan perkawinan. 

2. Ayah biologis merupakan gabungan kata dari ayah dan biologis. 

Biologis adalah yang bersangkutan dengan ilmu tentang keadaan dan 

sifat makhluk hidup.19 Sedangkan “Ayah Biologis” yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah laki-laki yang melakukan hubungan 

terlarang dengan seorang perempuan yang menyebabkan kehamilan, 

kemudian laki-laki itu menikahi si perempuan yang anak itu lahir 

kurang maupun lebih dari enam bulan setelah akad pernikahan. 

3. Mazhab berasal dari sighot mashdar mimy (kata sifat) dan isim makan 

(kata yang menunjukkan tempat) yang diambil darifi’il madhy 

“zahaba”, yazhabu, zahaban, zuhuban, mazhaban, yangberarti pergi. 

Berarti juga al-ra’yu (pendapat), view (pandangan), 

kepercayaan,ideologi, doktrin, ajaran, paham, dan aliran.Sementara 

pengertian mazhab menurut istilah meliputi dua hal: (a) mazhab 

adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuholeh seorang Imam 

 
18 M. Nurul Irfan, Nasab Danstatus Anak Dalam Hukum Islam, edisi ke 2, cet ke I, 

(Jakarta: Amzah, 2013), h. 22. 

 
19 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 

2008). h. 205. 
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Mujtahid dalam menetapkan hukum suatuperistiwa berdasarkan 

kepada al-Qur’an dan Hadits, (b) mazhabadalah fatwa atau pendapat 

seorang Imam Mujtahid tentanghukum suatu peristiwa yang diambil 

dari al-Qur’an dan Hadits. Dari dua pengertiaan tersebut disimpulkan 

mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh Imam 

Mujtahiddalam memecahkan masalah, atau mengistinbathkan 

hukumIslam.20 Mazhab yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

mazhab syafi’i dan Hanafi. Mazhab syafi’i adalah mazhab yang 

disandarkan kepada Imam Syafi’i yang bernama asli Muhammad bin 

Idris.21 Mazhab Hanafi adalah mazhab yang dinisbatkan kepada Imam 

Abu Hanifah, yang bernama asli an Nu’man bin Sabit.22 

 

E. Signifikansi Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna: 

1. Secara teoritis dapat memperkaya pemikiran keislaman dan wawasan 

dalam penelitian ilmiah sebagai wujud dari disiplin ilmu yang dipelajari 

dan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di 

Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 

 
20Nafiul Lubab dan Novita Pancaningrum, Mazhab: KeterkungkunganIntelektual Atau 

KerangkaMetodologis(Dinamika Hukum Islam), YUDISIA, Vol. 6, No. 2, Desember 2015, h. 396-

397. 
21 Abu Ameenah Bilal Philips, the Evolution of Fiqh, (Riyadh: International Islamic 

Publishing House, 1990), h. 88-89. 

 
22 Muhammad bin Rudayd al-Mas’udiy, al mu’tamad min QadimQawl asy Syafi’iy ala al 

jadid, (Riyadh: Dar alam al Kutub, 1996), h. 12. 
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2. Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk menjadi bahan pemikiran 

yang positif bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya 

yaitu tentang status nasab anak di luar nikah perspektif Mazhab Syafi’i 

dan Mazhab Hanafi. 

 

F. Kajian Pustaka 

Salah satu fungsi kajian kepustakaan adalah mengungkap alur teori yang 

berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Studi kepustakaan merupakan jalan 

yang penulis gunakan untuk membangun kerangka berfikir atau dasar teori yang 

bermanfaat dalam menganalisis masalah. Kajian pustaka dimaksudkan untuk 

melihat sejauh mana tulisan-tulisan yang ada mempunyai persamaan yang justru 

bisa dijadikan sumber data dalam penulisan skripsi ini, di samping untuk melihat 

perbedaan-perbedaan mendasar mengenai perspektif yang digunakan. Selain itu, 

juga dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai tulisan yang ada, 

sehingga dapat menghindari plagiasi isi secara keseluruhan. 

Dari pengamatan penulis ada beberapa penelitian yang relevan dengan 

pembahasan skripsi ini. Di antaranya adalah skripsi yang berjudul sebagai berikut: 

Miss Haranee Denmani dari Fakultas Syari’ah dan HukumUniversitas 

Islam Negeri Sumatera UtaraMedandengan judul Hukum Menikahkan Anak 

Perempuan Luar Nikah Oleh Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafi’i(Studi 

Kasus Di Kampung Keresik Patani Thailand). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Menurut Imam Syafi‟i apabila salah seorang laki-laki mengawini seorang 

perempuan yang belum pernah dikumpulinya atau sudah pernah, maka bila waktu 
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kurang dari enam bulan dari akad perkawinannya perempuan tersebut melahirkan 

itu tidak dapat dipertalikannya nasabnya kepada laki-laki yang menyebabkan 

perempuan itu mengandung. Perhitungan enam bulan ini dihitung dari berkumpul. 

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis, namun yang membedakannya 

adalah penulis melakukan perbandingan antara dua mazhab. Selain itu metode 

penelitian peneliti terdahulu lebih kepada studi kasus yang terjadi di Thailand 

sedangkan penulis dengan metode library research, sehingga kekuatan penulis 

terfokus pada kemampuan menelaah, menganalisis berdasarkan sumber rujukan 

buku-buku yang relevan dengan penelitian. 

Haima Najachatul Mukarromah, Lc mahasiswa Program Pasca Sarjana 

UIN Sunan Kalijaga dengan Tesisnya yang berjudul Proses Pelaksanaan 

Perwalian Anak Luar Nikah Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di 

KUA Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa praktik perwalian nikah bagi anak di luar nikah di KUA Kecamatan 

Selogiri telah mendasar pada aspek terpenting yaitu huum Islam berupa al quran, 

hadis dan Ijma, karena kepala KUA dalam pelaksanaannya menggunakan wali 

hakim. Beliau juga memperhatikan unsur terpenting yaitu pengakuan dari ibu, 

disebabkan adanya kehati-hatiannya terhadap haramnya qazab. Praktik tersebut 

juga telah sesuai dengan hukum positif, kecuali dalam kasus pelaksanaannya 

terhadap anak hasil perzinahan dalam kategori anak yang terlahir setelah 6 bulan 

usia pernikahan. Dalam hal ini, dengan tetap menggunakan wali hakim berarti 

tidak sesuai dengan definisi anak sah baik menurut KHI, UU perkawinan tahun 

1974, maupun KUH Perdata. 
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Penelitian tersebut di atas memiliki persamaan mengenai anak di luar 

nikah. Namun terdapat perbedaan mengenai objek dan pendekatan penelitian. 

Penelitian terdahulu meneliti proses perwalian anak, sedangkan penulis meneliti 

tentang perspektif dua mazhab mengenai menikahkan anak di luar nikah dengan 

menggunakan metode library research. Berbeda objek dan pendekatan maka 

berbeda pula hasil penelitian.  

 

G. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif yakni dengan mengkaji 

dan menelaah bahan literatur yang dijadikan subjek atau bahan hukum yang ada 

kaitannya dengan permasalahan yang diteliti sebagaimana permasalahan yang 

dipaparkan pada latar belakang masalah. 

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

penelitian hukum normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson 

sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian 

hukum doktrinal adalah sebagai berikut :“doctrinal research: researchwich 

provides a systematic exposition of the rules goverming a particular legal 

kategory, analyses the relationship between rules, explain areas of difficullty and, 

perhaps, predicts future development.” (Penelitian doktrinal adalah penelitian 

yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori 
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hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah 

kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan).23 

Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum 

doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen 

karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan 

yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Pada intinya penelitian yang 

dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang 

terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. 

2. Sifat penelitian 

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis yang 

berupa studi komparatif, yaitu penelitian yang menggambarkan, menjelaskan dan 

menganalisis sejumlah literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang 

diteliti, yaitu pendapat kalangan Mazhab Syafi’i dan Hanafi tentang seorang ayah 

menikahkan anak perempuan biologisnya dari hasil hubungan di luar ikatan 

pernikahan. 

3. Bahan hukum 

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder 

dan bahan tersier. Adapun masing-masing bahan hukum ini dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer adalah sumber acuan utama dalam penelitian. 

Dalam hal ini sumber acuan yang berkaitan dengan permasalahan yang 

 
23Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2011, h. 32. 
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diteliti, seperti permasalahan zina, anak hasil di luar nikah dan 

kaitannya dengan ayah yang akan menikahkannya. Sumber terseut 

dapat berasal dari al Quran, Hadis, Kitab al um oleh Imam Syafi’i dan 

kitab Radd al-Mukhtar oleh Abu Hanifah. 

b. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan ini merupakan penunjang dalam penelitian yang diperoleh dari 

buku-buku, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian. 

Buku-buku sekunder sebagai penunjang meliputi Fiqih Sunnah 

karangan Sayyid Sabiq. 

c. Bahan Hukum Tersier  

Bahan Hukum Tersier adalah bahan penunjang berupa Kamus Besar 

Bahasa Indonesia maupun bahan bacaan di internet. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum  

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh 

bahan hukum dalam penelitian.Teknik pengumpulan bahan hukum yang 

mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen 

(studi kepustakaan).Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum 

yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content 

analisys24Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji 

dan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian. 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

 
24Ibid., h.  21. 
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Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, 

logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu 

menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi 

kesimpulan yang lebih khusus. Bahan-bahan yang telah terkumpul disajikan 

dalam bentuk uraian-uraian secara deskriptif dan dianalisis. Uraian terseut dikaji 

untuk dibandingkan antara dua konsep yang berbeda yang pada akhirnya 

memberikan jawaban atas permasalahan penelitian ini. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam pembahasan ini, dapat dijabarkan ke dalam empat bab, 

meliputi: 

Bab I melakukan tahappendahuluan, yang memuat mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, definisi operasional,  tujuan penelitian, signifikansi 

penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II berisi tentang teori tentang menikahkan anak hasil diluar nikah dari 

perspektif Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi. 

Bab III menjelaskan analisis perbandingan pendapat hukumtentang 

menikahkan anak hasil diluar nikah dari perspektif Mazhab Syafi’i dan Mazhab 

Hanafi. 

Bab IV merupakan penutup dari penelitian ini yang berisi simpulan dan sran 

penelitian. 

 


